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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SEKRETARIAT WILAYAH /| DAERAH

Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor 2 Telepon 12
LAMONGAN

Lamonger, // Desembor 1991

Kepada

Nomor ¢ 181,1/3520/410,011/91. Ythe1:Sdry Pembantu Bupati -
Sifat ¢ Segera se Kebupaten Dati
Lampiren ¢ 2 ( Dua ) lembar II Lamongane
Perihal s Pelaksanaan penbayar 2,Sdr, Camat se Kabupa=
en genti rugl atas ten Dalt.t II Le=
poshebasen tenshe mong e

Menunjuk surat Cubernur kupala Daerch Tingkat I Jaws
Vimur tanggal 19 Nopember 1991 Nomor s 181,1/27491/014/91,
perihal tersebut pada pokok surat, bersema ini dikirimken
dengan hormat foto copy tarlampir guna dipedomi.

Demikisn untuk menjedi meklum den perhatiannya.

An, SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ASISTEN I SEKWILDA

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

TEMBUSAN 3 - \ Drgs /SOETARTO

Yt'{{f&dﬂl‘l@pnla Itwilkab Datd ;) / ) NIP, 010071845

IT Lamongane

2,8dr.Ka kan Pertanshen -
Kebupaten Lamongan.




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

¥
Surabaya, 19 Nopember 1991
Nomoxr ; 181,1/ 27491 /014/91 Kepada
Sif H
Lrax BEgera Yth, Sdr, Bupati/Walikotamadya
FRUELES Kepala Daerah Ting-
Perihal : Pelaksanaan pembayar kat TII
an ganti rugi atas- , di
pembebasan tanah JAWA TIMUR

—————— T S —— T .

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan-ketentuan -
yvang berkaitan dengan pembebasan tanah dalam rangka pe-
laksanaan pembangunan telah banyak dikeluarkan baik dari
Pusat maupun oleh Gubernur Kepala Daerah, yang semuanya-

/ ditujukan guna lebih meningkatkan ketertiban pembebasan
tanah dan melindungi semua kepentingan bagi para pihak-
vang terkait, Namun kenyataan dilapangan _sering dijum -
Efi timbulnya-;ésus—kasus yang dapat berkembang dan me-

resahkan masyarakat sebagai akibat tidak dipenuhi pro-
sedure/ketentuan serta penyimpangan dalam pelaksanannya,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan r&niéh
diminta perhatian kepada para Bupati/Walikotamadya  Ke-
pala Daerah agar dalam menangani pelaksanaan pembebaé%g;% L
tanah di Daerahnya masing-masing tetap memperhatikan k@&
tentuan dan petunjuk yang ada dan diupayakan agar khu-
sus menyaﬁgkut pembayaran uang ganti rugi kepada pemilik
‘tanah dilakukan melalui prosedure yang resmi serta dapat
diserahkan langsung kepada pemilik tanah yang bersangkut

an.

Demikian

o



Demikian untuk dimaklumi dan perhatiannya.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
= WA TIMUR

TEMBUSAN ;

Yth, : 1. Menteri Dalam Negeri
di Jakarta.

2. Kepala Badan Pertanahan
- Nasional di Jakarta,

3. BAKORSTANASDA Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.

4, KRKantor Wilayah Badan -
Pertanahan Nasional Pro
pinsi Jawa Timur di -
Surabaya.

——— T ——— ————————
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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SEKRETARTAT WILAYAH /| DAERAH

Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor 2 Telepon 12

LAMONGAN L
; /
Lamengon, 1.1 Nopombor 1991 L
Kopada
Yth. 'KEPALA INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN
| TINGKAT II LAMONGAN
DAFTAR = PENGANTAR
NOMOR ‘11&3//"//_2 /410.012/1991
=2=‘===================I:ﬁ::=3========I=3==============H.."‘.=:====;-.l='—1.'.:===I========B=========E=
NOMCR JENIS SURAT YANG DIKIRIM ! BANYAKNYA H KETERANGAN
1, Salinan Koputxann Bupati Kepala Dacrah 1 Bendel Untuk dipergunae-
Tingkat II Lamongan Nomor 299 Tahun kan sobogeoimana
1991 tontang Pembontukan Tim Tanah N mostinya.
~Kas Desa don Tanah Eks Ganjararn  yang
digunakan untuk pombangunan maupun
yYang akan ditukar dongan Toanah lainnyae.
=='_':B===========tg==ﬂ=3:==:=='-'_"=========I=======ﬂh‘==:“_"======83t..-'.."t:!lﬂ=="l=H=ﬂﬁ========':!:===z”

AN, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
ASISTEN

PLH. Kopalao Eag cmorintahan Desa

é)

Drs. MARDI SOEWIGNJO
/ Penata Muda
/ NIP. 510 055 179




BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT IT LAMONGAN

.-__.—.-—-.-——-..-——-_—__—__.—....._—_._._.——_.—._._.-._--—.-.

SALINAN KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 299 TAHUN 1991
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANAH KAS DESA DAN TANAH
EKS GANJARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN
1l MAUPUN YANG AKAN DITUKAR DENGAN TANAH LAINNYA

MENIMBANG

MENGINGAT

MEMPERHATIKAN

MENETAPKAN

.
.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

all

1
2.
3.
4,

Bahwa dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan
pembangunan disegala bidang dewasa ini, dimana
tanah sebagai sarana untuk pembangunan yang sangat
dibutuhkan, maka terhadap kegiatan pembangunan yang
pelaksanaannya Kkhusus menyangkut Tanah-tanah Kas
Desa dan Tanah eks Ganjaran, perlu penertiban
penggunaannya.

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana
tersebut pada huruf a konsideran diatas, maka
dipandang perlu membentuk Tim dimaksud dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;

Undang-Undang Nomor § Tahun s hrfel

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140-502

Tahun 1980 ; '
Peraturan Daerah Propinsi DaerahTingkat I Jawa

Timur Nomor 18 Tahun 1987 ;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Timur Nomor Nomor 174 Tahun 1988 ;

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor 404 Tahun 1989.

Surat Gubernur Kepala Daecah Tingkat 1 Jawa Timur
tanggal 2 September 1991 Nomor : 143/20174/013/
1991.

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

* tanggal 29 Januari 1990 Nomor : 141/350/410.012/

1990 perihal penyampaian salinan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 ‘Tahun
1987. '

MEMUTUSIKAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGEAT ITI LAMONGAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANAH KAS DESA DAN TANAH EKS
GANJARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN MAUPUN YANG
AKAN DITUKAR DENGAN TANAH LAINNYA.



Pasal 1
Membentuk Tim Tanah Kas Desa dan Tanah Eks
Ganjaran yang digunakan untuk pembangunan, maupun yang
akan ditukar dengan tanah yang lainnya, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran
Keputusan ini.
Pasal 2
Tim Tanah Kas Desa dan Tanah Eks Ganjaran
sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini mempu
nyai tugas
a. Memproses dan mengevaluasi Tanah Kas Desa dan Tanah
Eks Ganjaran, dan membuat berita acara hasil
evaluasi tersebut serta mengadakan penelitian
secara cermat dan seksama terhadap Keputusan Desa
yvang berkaitan dengan tanah dimaksud,: baik yang
digunakan untuk pembangunan maupun yvang ditukar
dengan tanah lainnya,
b. Memberikan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan dalam hal pemberian rekomendasi
e : vang berkaitan dengan proses persetujuan Tanah Kas
Desa dan Tanah Ganjaran dimaksud pada huruf a.

pasal 3
Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas
dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 4
1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan
sebagaimana mestinya.
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

e s e -

DIUMUMEAN DiLAM LEMBARAN DAERAR
KEABUPATEN DARRMT TINGKAT 1l
LAMONGAN

Tanggal 11.55) DET]991
Seri: D2

e

Ditetapkan di : Lamongan.

Pada tanggal : 15 Oktober 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

R. MOHAMAD FARIED, SH
SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada
Yth, 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu gubernur di
Bojonegoro ;
3., Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Dati II Lamongan ;
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12.

13I

14,

15(

16.

17.

18,

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Kepala Inspektorat Wi-
layah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
Kepala Kantor Sospol
Kabupaten Lamongan ;
Kepala Kantor Badan
Pertanahan Kabupaten
Lamongan ;

Kepala Kantor Cabang
Dinas Pertanian dan
Tanaman Pangan Daerah
Kabupaten Lamongan ;
Kepala Kantor Pembangun
an Desa Kabupaten Lamo
ngan ;

Ketua BAPPEDA Kabupa
ten lamongan ;

Kepala Kantor Pajak
Bumi dan Bangunan Kabu
paten Lamongan j
Kepala Bagian Pemerin-
tahan Setwilda Ting
kat II Lamongan ;
Kepala Bagian Pemerin-
tahan Desa Setwilda
Tingkat II Lamongan ;
Kepala Bagian Keuangan
Sgtwilda Tingkat II La
mongan ;

Kepala Bagian Pemba-

ngunan Setwilda Ting- .

kat II Lamongan ;

Kepala Dinas Pendapat—j

an Daerah Tingkat 161!
Lamongan ;

Camat dan Pembantu se
Kabupaten Dati II La-
mongan ;

Kepala Desa/Kelurahan
se Kabupaten Dati 100
Lamongan ;

Tim Tanah Kas Desa dan
Tanah Eks Ganjaran se
Kabupaten Dat} Telsues] g~

Salinan sesuai dengan aslinya
An.SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK II

ASISTEN I SEKWILDA

Ubl

Kepala Bagi Hukum

~f

A R O K, SH

§§ Muda Tk.I
. 510 091 493



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH-TINGKAT IT

LAMONGAN
NOMOR 299 TAHUN 1991
TANGGAL . 15 Oktober 1991
SUSUNAN TIM TANAH KAS DESA DAN TANAH EKS GANJARAN ; o

YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN MAUPUN DITUEKAR
DENGAN TANAH LAINNYA

—_..._-—.__......--...-..-.—_--—.—_——-—.._.-—.-.-.—

:=::"_:::=======_"=._"'“'_“.===$=="="‘=-‘"—"=-"

| : TIM
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1. R.MOHAMAD FARIED,SH

2. AMBJAH, SH

3., SUPARDI,SH Sekretaris
4., Drs. A. JACHJA Anggota

5. Drs. SOETARTO Anggota

2, Drs. HARI SOEHARTO Anggota

TR ASRTTRES S Anggota

8. Ir. BAMBANG IRAWAN Anggota

9., Drs. A. RACHMAN HADI Anggota
10. CAMAT Anggota

11. Kepala Desa/Kelurah- Anggota

an.

‘alinen Sesuai dengan Aslinyé :

1, SEKRETARIS WITAYLH/DABRAH TK.IT
LAMOIGAN

TORINGT  OREVILDA

5 2z ”,//,
/_,- ™ M.J _‘i-.'r'.:.lx'. .O__}:{ SH
,-"' - ’Ei\i‘&-:'gt—a ‘iﬁ.lda UJ .

S Niby 510 091 493

Penanggung Jjawab

Ketua Tim

-.———-—.———-—-——-—-—.—-———_-—.——.—

_..._--_.-...........—-.---.-—---.——-———-.-.—-—-.—.-——-——-—
....._._....._.........._..._...._...._.....____._........_..........._._._.._

..._.-—.-—-.—...—-....-...--—-—.-.-——-__._......-.-_—_—

Bupati KDH Tk, II Lamong
an.

Sekretaris Wilayah/Dae-
rah Tingkat I1 Lamongan.
Kepala Bagian Pemerintah
an Desa Setwilda i, oo il
Lamongan.

Ketua BAPPEDA Kabupaten
Dati II Lamongan.

Kepala Bagian Pemerintah
an Setwilda Tk.II Lamong
an.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lamongan.
Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan
Dati II Lamongan.

Kepala Kantor Cabang Di-
nas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Lamong=
an,

Kasub Bagian Pendapatan
dan Kekayaan Desa pada
Bagian Pemerintahan Desa
Setwilda Tk.II Lamongan.
Camat setempat.

Kepala Desa/Kelurahan se

..--_-—_..-—.-._.-...-...-——-—.-.-......-.-_.-.—-..---.-.-—-—-—

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
ttd.

R. MOHAMAD FARIED,SH



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

LEMBAR DISPOSISI
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Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT
LAMONGAN

——— i — —————— ——  ——————— - —— — ———

Lamongan, 15 Oktober 1991.

143/3146/410.012/1991. Kepada
Segera Yth. Sdr. Camat se Kabupaten
= Dati II Lamongan.

Petunjuk pelaksanaan pe-
lepasan/penggunaan Tanah
Kas Desa dan Tanah eks
Ganjaran untuk pembangun
an.

Menunjuk Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat T
Jawa Timur ° tanggal 2 September 1991 Nomor
143/20174/013/1991¥perihal pelepasan/penggunaan Tanah Kas
Desa dan Tanah eks Ganjaran untuk pembangunan, sehubungan
dengan semakin meningkatnya laju pembangunan dewasa ini
dimana tanah sebagai sarana untuk pembangunan yang sangat
dibutuhkan, untuk ini khususnya yang berkaitan dengan
tukar menukar Tanah Kas Desa dan Tanah eks Ganjaran Yyang
digunakan untuk pembangunan, diminta Saudara memperhati-
kan petunjuk sebagai berikut

1. Agar berpedoman pada

a. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 9 Pebruari 1983 Nomor : 145.1/2553/
012/1983 perihal Tanah Bengkok/Ganjaran milik Desa.

b. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 29 Januari 1985 Nomor @ 143/1720/012/
1985 perihal Tanah Bengkcock untuk pembangunan.

c. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 27 Oktober 1988 Nomor : 143/28984/013
/1988 perihal permohonan persetujuan pemindahan
sebagian Tanah Desa /Kelurahan.

d. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur pada huruf a, b dan c sebagaimana terlampir.

2. Pelaksanaan tukar menukar Tanah Kas Desa dan Tanah eks
Ganjaran, harus diadakan evaluasi tukar menukar tanah
dimaksud, disertai berita acara tukar menukar Tanah
Kas Desa dan eks Ganjaran oleh Tim dari Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan, dan ditanda tangani oleh

" Ketua, Sekretaris dan para anggota Tim, serta
diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat IT
Lamongan sebagai penanggung Jjawab. ;

Adapun isi berita acara tersebut meliputi
a, Harga dasar Tanah Kas Desa dan Tanah eks Ganjaran
/ vang dilepas serta tanah pengganti , yang

ditetapkan dengan surat Keputusar Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan.



TEMBUSAN

Yth -

1.

(]

pe

Sdr.

Sdr.

Sdr,

Sdr.

Saie

Sdr.

Sdr.

= 2 -

Harga umum Tanah Kas Desa dan Tanah eks Ganjaran
yang dilepas serta harga umum tanah pengganti,
harus dilampiri pernvataan dari perilik tanah yang
4ibeli dengan harga umum tanah disekitar Tanah Kas
desa dan eks Ganjaran tersebut.

c. Tingkat Kkesuburan dan produktifitas tanah, baik
untuk tanah yang dilepas maupun tanah pengganti.

S\

Ijin lokasi apabila untuk perusahaan.
Akte pendirian usaha.

Keputusan Desa apabila Tanah Kas Desa, dah Keputusan
Kepala Kelurahan apabila Tanhah eks Ganjaran.

Keputusan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud,
harus disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
Berkaijtan dengan petunjuk teisebut diatas, agar

menyampaikan penjelasan kepada Kepala Desa/Kepala Ke-
iurahan dalam Wilayah Saudara masing-masing.

Demikian untuk menjadi maklum dan perhatian
laks aannya.

OHAMAD FARIED, GSH
NIP. 510 026 681

Pembantu Bupati se Kabu-
ten Dati II Lamongan
Ketua BAPPEDA Tingat II
Lamongan ;

Kepala ITWILKAR Dati II
Lamonhgan ;

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lamongan ;
Kepala Kantor Pajak Bumi
dan Bangunan ;

Kepala Cabang Dinas Psr-
tanian Tanhaman Pahgan
Kabupaten Lamongan ;
Kepala Desa/kKelurahan se
Kab. Dati IT Lamongan.



PoiERINTAH PROP:HSI DAERAH TIWGKAT I TATA TINUR
SEKRETARIAT WILAYAH /OAERAN
S URABAYA

Surebuyz, 27 Cktober 1828
Nomor +143/24984/013/130 Kepada
Sifat : Benting Yth, Sdr. Supati/fiialikotama=-

Lampiran : = . -
ampiren dya Kep:la 2deerzh

Perihal : Permohonzn persetujuan Pemindahan Tingkat I1 se

¥ e T S

oa agn : a/r =i n o i
sebagian tanzh Sesa/Kelurzhan un# A
tuk Pembangunan

A — . S o P S o e S B e B S G e g et St S ek i

sehubungan dengan zdenya bebereps Uzerch Tingkat II yang -~

mengaiukan permononzn persetujuan pemindzhan Sebagian tansh Jese /
Kelurshan, untuk pembzngunzn, dengan ini diberitahukan bahwa seti
ap pengguncan tanch Desa untuk proyek-proyek pembangunan harus berp
pedomzn padz pasal 9 ayat (1) dan (2) Peratuegan Menteri Delam ile=
geri tznggal 9 Juni 1382 ilomor : 1 Tehun 1382, peszl 8 eyat (1) -
dan (2) Peraturan Deeran Propinsi Jaerah Tingkat I 3Jzwae Timur No-
mor 18 tchun 1937 dan disamping itu Scudarn dinherap memperhatikon
hal=hal sebzgei berikut :

1, Seticp ade penukarzn/pengguncan/mutcsi tench Desa/Kelurchan su
paye dizdckan penelitian yang seksema egar nentinyz tidck me=
imbulkan mesalah yang tidek diinginkan.

2, Ui dalam penukarzn/pengguncan/mutssi tanah Dese/iselurzhen seba
gaimmnsz tersebut pada engks 1, secepat mingkin tenzh.tongh = =
yang produktif dihinderi ctau diarahken tenah~tzneh yang kurang
/tidek produktif.

3. Kalau tanzh Jesaf“elurthan terpaksc terkenz proyek yang tidok -
depet dihindari, mcke tenah penggantunya supcye diusahakan yang
lein produktif, lebih luas den benar-benar menguntungkan desz -

yang bersangkutan.

Demikiszn untuk menjzdikan meklum den perhatiannya.

An. GUBERIUR KEPALA DAERAH TIHGKAT I
JAWA 6 R R
Sekretaris Wlilzyah/Daerzh
71D
Urs. SOEMARIUNO HAUIKUESCEMO

Tembusan : . NIP, 010022703
Yth, Sdr. Pembzntu Gubernur se

Javie Timure.




Nemor
Sifat

Lampiran

Perihal

b

GUBERINUR KEPALA OAERAH TINGKAT I
JAYA  TINMUR

143/1720/012/8 Surabaya, 290 Janusri 1985

0 - jera .;epe___- :

i Yth.Sdre. Bupztificlikotamedyr
Tench benglkok untuk Kep-lz usersh Ting—-
Pembzngun=n., ket II seluruh

—— i ——

Jawea TimuUre

Sesuzi dengan ketentusn paszl 11 eyat (1) Peraturan iienteri

Jalam Negeri iomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendep-tzn den Keka-

ycen ‘lesa Pengurusen dan Pengewasannyc, Sumber-sumber Pendcpzten g

sa berupz tanch bengkeck con yang sejenis ynng selema ini merupakan=

sumber pengh-silan langsung bagi Zepele Jesec dan Percngket Jescnya,
ditetepken menjmdi sumber penczpatcn Jesn yang pengurusennya dite —
tepkan melalui Anggzren Penerimaen dan Pengeluzron Nguzngan Dese

( APPKD).,

Serhubung dengan itu delcm rcngka pelestcrian tanah=tanah-

hengkok yang merupzkan sumber penghzsilen/pendzpatan Jese perlu di

berikan petunjuk sebagci kelenglkspan dan penyempurnaan petunjuk da

lem Surct Gubernur Kepolz Decersh Tingkat I Jawe Timur tanggal 9 Pe-
bruari 1903 ilomor : 145.1/2553/12C3 perihal tanzh bengkok/genjarzn=-
milik Desc, sebacai berikut @

. Delam rongke pembinscn terhrdep perkemdangcn Pemerint-ha Desa
khususnya yszng menyangkut tenah-tznch bengkok/ganjaran ctau de -
nasn sebuten lain yang sect ini masih merupekan sumber penghzsi~

qi lan l:ngsung /epala Dese/Perangkat Uess maupun * tansh-~tansh lein
nya porlu diussheken untuk dijegs kelesterisanyva kerena peda dg
sornya Oesc~'ese harus mampu mengurus rumch tangce sendiri.,

2, Dolem hubuncon itu apebils ada rencena pembangunTn yang menggung
kan tenah bengliok/ganjeran etau dengan sebutan lainnyz meupun tg
nah Jese lainnya harus diedaken penelitian den perhitungen secer
met munckin dengan melihat dari 2(dua) segi kepentingzn/menfzat
yaitu :

g. Segi kepentingzn Jesa dalam knitennyz tench sebagei sumber =
pendcpatan Dese ;

b. Segi menfact pembangunan itu sendiri d-1lam kaitannya dencen -
kepentingzn umum/pelzyanan m-syarckat.

3, Sgbagei contoh dapct diutaraken : -esa dengen Keputusan Desanyc—
melepzs tcnsh Uesa (bengknk/gcnjrran/tanch Uesp lginnyzs ) selucs
700 2 untuk pembanguncn Kentor Sumtu instansi dengzn mendapct
ganti rugi sebes-r Rp. 3. Juta tanz g-nti rugi ini oleh Oes- -ycn;
bersangkutan dipergunakan untuk membangun Kentor Rep;la Desa, Bec
1-i Desa, Kantor PKi., Kmntor LIW dit-nah Jesa seluss 1,200 M2 -

Dalam hal ini jelas bshwa disamping Jesa yengbersangkutzn zkan

|

memperoleh tembahzn gedung, dilain pihck Desz tersebut jugs
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akzn kehilzngan tan:ih seluszs 700 K2 ditambeh hilangnys fungsi tg
neh Jesa selurs 1.200 M2 (lokasi pembangunan gefung tersebut }.

Andzikate tanah~tenzh tersebut butir 3 diatas ( 700 12 ditambah—
" .,200 M2 ) dimanfastken untuk tanzh pericnian miszlnya, berarti-
behwa setiap tahunnya Desa akan kehilang:n sekian rupiah sebagei

hesil tanaih dimaksud Uenoan demilkian akan terjnci dua macam pen
| p

—

runan dari penghasilan/pendapatzn Desa ditambah lagi dengan penu
runan dari jumleh produksi pertznian. Itulah sebabnya mengapa d

a
lam setizp pelepzsan tanah Desz diusghekan tzneh penggantunya ki

ta scdari bahwa tePtentunya juge ada’kepentingan lain cari Deszs~
yeng berscngkuten untuk menambzh presarana gedung dan lain seba-

gainye sebr geimzne diutzrcken oade butir tige dictas,

Tanah-tanzh Uesa yang berupe teneh Kes Oest bengkok, titisoro ,

kuburcn dcn lain-lzin yrng sejenis yeng dikuesai oleh dan meripz

ken kekoysom Desa dolcréng dilimpghkan/ dilepaskan kepadz pihake=

lein, kecuald untuk kepentingcn pembangunan ditetapkan dengen Ke

putusan desa.

Pengesahan Keputusan Uesa dimcksud butir 5 distas dilakukan oleh

Bupati/ffialikotemadya Kep-la Desereh Tingkct IT, jikc Desa yeng =

berscngkutan telch memperoleh :

ae oonti yeng senilei dengan yeng dilepeskan ;

be Pengoanticn yang berupz usng yang digunakan untuk membeli ta-
neh lain yzng senilzi ;

-, Ijin tertulis dari ¢ ubernur Kepcle O: rch Tingkat I Jowa Tim—
mure

Tanch pengrenti sebagai mane tersebut butir 6 dintes diuschekan-

sedepat mungkin berada delam wilzych Desa yang bersangkutan, Bi-

la dalcom Uese yang bhersengkutan tidak depst, supaya diusaheken ~

di Desa tetanges cdalem wilcysh Kecemataon yang satia ‘dengan Weso yaad
waloges steu delzm wilaysh Heprugten tetangga cerdehat calam  ka-
bu=saton/“otaradve Jaerah Tinakat TI vang sans.

Keputusan Desa yang cimzksud butir & dictcs supaya mengikuti pe-~

tunjuk dzlem Gubernur Kepcle Dzerch Tingkst I Jowe Timur tengsal
238 Oktober 1983 ilomor 145.2/19155/012/1283 perincl Keputusen Je-
sa. Dalam Keputussn Dess ini harus jelcs :
a. Luas tanah yang akan dilepss, Kl-snya can penggunaannyz ;
c. Luas tanch penggenti, pemiliknya, letaknyz, Klasnyz, nomor
persil dan sebegcinya.
Dalam pengsjucn permohonan Ijin kepades Gubernur Kepzla Dcerah =
Tingkat I3cwie Timur, Supstifialikotemedys Kep:ile Decerch Tingokos
II yang berscngkutzn horus memberiken tangcapen terhzdep pelepa~
san ten=h Jesa dimoksud disertci dengzn clasen-clasan, cdan dilam
piri dengan :
a. Keputusan Uesa teatang pelepss:zn tench tesa untuk kepentingen
pembangiinana

be Pernyat-an tertulis pemilik tanch penggenti bohwe yang berscng
kutan tidck berkeberatan melepaskan tanah miliknya.



J 10, L:gi tensh ysng dipergunakan untuk kepentingzan Desc

11,

12,

c. Bukti pemiliken tznzh (petok/sertifikat/Ipeda ).
d. Bukti pembayoran penjualen tanah boegd tansh yang telah dijual

kepade pihak loin tapi belum bolik nama.

sendiri, mi

sclnyz untuk Kantor Kepale Desa/Balai Dese hzrus ditunngkan da

lem Keputusan Desa. Dalam Kaputusan Deszc ini harus jelrs berupa

lugs tenah yeng dipergunzkan, deri mana sumber bizycnye dan se=
bagainya,dan tideak diperkenankan untuk disyahkan terlebih dchul

u

sebelum mendapzt ijin deri Gubernur Kepala Daerch Tingkat I Ja

wa Timur,

Keputusan Desa dimoksud butir 90 dictas adalgh Keputusen Desa -

yang terbaru. Uengan demikian Keputusan Desa dua atau tiga tehu

yang lalu tidek diperkenankan dipergunakan kelengkapan aominis=

trasi pengajuan permohonan ijin.

Jalam pengzjuan permohonen ijin Kepzda CGubernur Kepala bDcerah =

Tingket I Jowe Timur, bogi tenoh-tcneh Desa yang diperluken un-

tuk pembcngunan perumchan selsin dilempiri bahcn-bshen tersebut

butir 9 & s/d d diatas, juga dilampiri dengsn :

ae. Ijin lokasi badan Pencnamen, Modzl Daerch (BKPHD) Propinsi =
Dgerah Tingkat I Jowo Timur atsu Jirektorat Agraria Fropinsi
Jzwa Timur, sesuai dengen Surat Gubernur Keprla Doerah Ting-

ket I Jewo Timur tanggal 5 Nopember 1984 iomor : 593,4/21252

N

7

1984 perihal pstunjuk peleksenzen Peraturan gnteri Jelam Ne

geri Nomor 3 Tehun 1984 juncto Keputisan Gubernur iepals Yo
rah Tingket I Javic Timur tenggel 12 Nopember 1984 ilomor : 29
Tchun 1984 tentang tota cara penyediccn dan pembgridan Hak a=
tas Tznch bzgi Peruschzan yang tidak mengguncken fasilitas =
Penanaman fodeals _

be Ijin prinsip dari Kepele Amerch Tingkat II dimana pembangun.

perumahan tersebut dileksanakan diwilayzhnya.

13, Jalam mencari tenah pengganti bilomana masih eda sisa ucng, make

harus jeles, penggunzannya den dicantumkan dalam Keputusen Dese
yang berscngkutan misz1lkan deolzm Keputusan Desa yang bersangku -

tan misclnys untuk pembzngunan pelengsengan saluran eir, Kentor=

PKK, Kontor LKMD dan sebagoinya.

14/ Tanah bengkok/ganjaren atzu dengon sebutzn leinnya yeng tidck da

o

/ Dituangkan

b. Dituangkan da

pat dikerjokan oleh Kcpala Desaf ercngket Desa dopat disewakan

den persewcan tersebut tidak merubah fungsi tench ctau status ta
nah.

Persewnon dimecksud butir 14 diatas :

sewa menyevic. secarc tertulis ;

reh Tingk-t IT yzng bersongkutan .

jo

wu

n

o liasc berlckuny- pasling lemz sztu tzhun dengzn suatu perjanjian

lem Keputusen Desa dan disyzhkan oleh Kepala Dce-

cq Dapat diperpenjang noksimal 4 x ‘1 tahun dengen perjanjian se-

via menyewo secrra tertulis discmping/delam “eputusan Uesa.
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16, Bagi Kep-lc Besa yz=ng ckan berakhir mesa jobotaennys tidek diperke
nankan menyewzkan tanzh bengkok/ganjerannya dalam wektu yeng mele
bihi berckhirnys masa jebatan.

/ tertid 17, Declam rangks/administrcsi den pelesterian tanzh-tanah bengkok, mzg
kadiminta perhztiacn Bupcti/falikotamadye Kepale Dzerah Tingkat II
agar dalam mangesahkanfhanolak Keputusan Uesa tidok melebihi wak#
tu 30 hari,

18, “engen berlckunye petunjuk ini para Bupati/liclikotemadya Kepalzs -
Orerah Tingkat II supcya menertibkan tanah-tenah Desa yzng barade
diwilzyehnya dan semua peraturan/petunjuk yang bertentangan deg -
ngan petunjuk ini dinyotakon tidek berlzku legi.

19, Peleksznozn mengenci Anggmran Pendcpaten dan Pengeluarsn Neutngan
Desa (4PPKD) akan diberikan petunjuk tersenciri.

20, Khusus tanzh bengkok/eks bondo desz di Kelurzhen diterbitken pe -

tunjuk tersendiri,

= Demikicn untuk menjadikan mcklum dan kami harapkan azgar pe-
tunjuk ini diikuti dengan seboik-buiknya dalam rangka melestarikan tg
nch=tzanzh Desa yang morupaken sumber penghzsilan/pendepatan Desc yang

bersangkutan.

WAKIL GUBERHUR KEPALA DAZRAH TIHGKAT I
J A A TR

ttd,

Drs. SOEPARMANTO
@ TP ,010019359

TEMBUSAN 3

" Ythe 1. Sdr. Pembantu Gubernur di seluruh
Jdowe Timur.

2. Sdr. “epale Direkturat Pembenguen Uesa
Propinsi Jewe Timur €1 Surabaya.

3. Sdr. Kepola Persktorat Agraria Propin-
si Jawa Timur di Surabayz.

>
4, Sdr. Kepela Inspektorat Wilmyeh ropin
si Jowz Timur di Suraboya.

5., Sdr., Ketuz Bappeda Propinsi Dzerch Ting
kat I*3J~wz Timur di Surabcyae
6. Sdr. Ketua BiPMD Propinsi Dearch Tingkat

I Jzwz 'imur di Surabayce

Z. Sdr. Para Kepale Dines Deserash Propinsi
Deerah Tingket I Jowe Timur di Su-
rabayae.

1< ' i " ] .
8, Sdre Pare “epala Kontor Wilayah di Lingkungzn
Propinsi Jawe Timur ¢i Sursbaya.




GUBERIUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JALA TINUR

iomor : 145,1/2555,/012063 Surabayz, 9 Februsri 1983
Sifat 3 PEUTING

Lempiran : =

Perihal : Tanah bengkok/ganjaran milik

Desa.

Kepada

Ythe Sdr. Bupati/fialikotamadyz
Kepala Deerain Ting -
kat II seluruh

JAHA TINUR

s

Sehubungan dengan pesatnys berkembzngnya laju pembangunan

dewesa ini tznzh sebagai serana untuk pembengunan sanggt banyak =

dibutunhkan, serta tidzk jerang terjadi pembebzsan tenzh-~tanah =~

bengikok/genjeran deri Desa yang bersangkutan.

Jf: hal

liengingzat/tersebut mcka sambil menunggu pengaturzn lebih

lenjut perlu dazisampaikan petunjuk-petunjuk sebzgai berikut

1,

/ ada kelebihan

2

3.

4,

Sesuai meksud suret kami tanggal 24 Juni 1975 idomor : Gub/ 65/
1976 tenteng tanzh bengkok untuk pembangunan hendaknye setiap-
ada pembebasan tanash bengkok/percaton disamping keharusan ada
nya keputuszn Desz agar diusghakasn penqggantiny= berupa tanch -
sedapat mungkin deri Desa yang bersangkuten dan senilai, den -
bilamanqﬁuaﬁg pembebasan supaya disimpan di Kas Desa untuk mem
biayai pembangunan Desa,

Sesuai surezt kawat kemi tanggal 19 juni 1981 MNomor : 5931/1457
4/011/81 hendeknyz setiep ada mutesi tansh bengkok tetap berpe
domen pade butir 1 diates dan penjueslan lepas tersebut hendak-
nya dibatasi kecusli untuk proyek pembangunan yang mendesak -

dan seticp eds mutesi tanah bengkok hendaknya mendapctkan per-

setujuan Gubernur Kepalaz Dzerah Tingkat I Jawa Timur,

Sesuai surat kami tanggal 24 September 1972 Nomor : HK,021,26

/1635/79 tentang persewazan Tznah Bengkok dapat kami kemukakan.

a« Tcnah hengkok/genjerzn ynng tidek dikerjzkan oleh Pemong De
sa/Percngkat Desa atau Kepalz Uesz dapat disewiakan dan peye
waan tersebut tidak merubszh fungsi tanzh.

be. Penyewecan berlaku Peling loma sntu tahun dan dapzt diperpan
jang satu tehun dengan suatu pericnjian sewa menyewa.

ces Telzh mendeprtkan Persetujuan Lembaga Musyawzreh Jese  dan
Pengesahan Kepala Daerch Tingkst II yzng bersangkutan.

d, Mesz perpenjengen 4 x 1 tahun (maksimal) dengan perjaniizn -
sewa menyewa.

Menunjuk ederan kemi tenggel 27 ZJonuari 1982 Nomor : 143/2133 /

011/82 tentong. Pelepasan Hek stas Tanash ex. Pamong Desa/Bondo

vesa deopat dikemukaokan

z. Desa yang statusnya berubeh menjadi Kelurahan masih diberi -
kesempatan mengelolanya khususnya Perangkat Desa yang belum-

dizngkata



TEMBUSAN

be

fe

Je

e

Bagi mereka yang sudzn diangkat menjadi Pegawei Megeri, ta
nah bengkoknyz dikelola olen Kelurchan untuk kepentingzn -
pelaksanaan pemerintchen don pembangunan kelurchen yang ‘ber
sangkutan.

Apebilz karenz tarpckse suatu tench ex ganjeran/bengkok -
terkena suctu proyek pembangunan make perlu diusahaken per
gentiannya, yang setearaf.

Jikeo ade kelebihan ganti rugi stau terpzkso tidak dipero -
leh tanzh penggantinya, maks ganti rugi seluruhnya dimaksuk
kan kedzlam Kes Pemerintah Daerah Tingkat II yang berszng
kutan. '

Ganti rugi seluruhnya dikembalikan pada Kelurzhan delam =
bentuk proyek yang dapet dilaksanakan oleih LMD dengan ==
bimbingzn/petunjuk Instensi tehnis den bantuan tersebut -
bersif.t perzngszng untuk meningkatkan kegotong~royongan.
Secara Administretif TURP ditercpkan untuk bantuan proyek-
dan Kelurzhan mengcjuken DURP Kepadz Bupstiflelikotamadya=—
Kepcle Daerch Tingket II untulk mendesp-tkan pengeszhen, dan
keuangan bzru dzpat dikelusrkan.

Untuk persispcn sdministrotif distas, LKMD dapzt mengadeken
Pos untuk bizya perencenazn ycng diasmbil deri dana bantuen

tersebut,

Demikizn untuk menj-cdikan maklum,

Ane GUBZREUR KIPALA DAERAH TINGKAT I

JAN A IR AN TR
VIAKIL GUBERNUR KizPALA JAERAH o
TTo

Drse. SOEPARMANTO
NIP,.010010059

Yth, Sdr. Pembzntu Gubernur

seluruvh Jawa Timur

e e -
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PIMCRI NT AH/ KABUPAT EN DALRAH TI NGKAT 11 LAMONGAN
KECAMAT AN KoHMBANGBAHU
Jalan Rayas Membangbzhu Nomor 26 Telepon 643

Kembangbahu i;70ktobar 1991

Nomor $ 143/ﬂ§62/410.306/1991 Kopada

3ifat ¢ Penting Ythe Sdr. Kepesla Desa ss wil,
Lanpiran o Race kembanghahu
Farihal ¢ Tanah Negars Yang

dikuasei oleh Pe- Untuk
marintah Desa.

: %2 B4

Manunjuk surat Bupati Kepnll‘Daerah Tingketl I1 Le-

R gongan, tangaal 11 Oktober 1991,Nomor : 143/3111/410.012 /
E?i" }ﬂlb‘ﬁjlji 1991, perihzl torsebut pade pokok surat, dan bardesarkan -

M penelitian dan inventerisasi tensh-tensh Dess, ditemuken -

cﬁr]hdanyl tenah Negera ysng dikuassi dan dikelolah bleh Pamed

- rinteh Dess, guna meningkatken Pendepatan Asli Desas, dan -

;af / membisyai penyelenggarasn Pemerintaha Desa dan Pembengunan
o 245 Desa.

(& Berkaitan dengen hel tersebut diminte perhatisn -

Sdr. Kepzla Dess, apebils taerdapat tansh-tanah Negers, di-
maksud handaxnya Sur. Kepals DUesa menga juken permohonan ke
pade dedan Partsnenen Nesionsl Kebupeten Lemongan sahinqq:
tanah terseuut menjadi Tansh Kes Desa atas neme Pemerintah
Deaa,

vemikian untuk menjadikan maklum dan perhetiannya
=ffrgwﬁéft, :

T 2MBUSAN
Ythe 1« Bp. Uupesti Kepela Lserash
Tingkat II Lamongan

(@D sdr. Ka Ituilkeb Dati,il
Lamongan

3e3dr. Kezkan Psesrtensehan Nasional
Kab. Lamongan.

4.5dre Pembantu Bupsti di Lamongan

Seddr. Kspela Baglian Pamarintezhan
pads “etwlildae Tk.I1I Lamopngan.




PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il LAMONGAN

KECAMATAN MANTUP /
Jalan Ayamalas Nomor 45 Telepon 641 ; L

M ANTUP

Mentup, 17 Oktober 1991

Nomox ' 143/4/%14 104334/1991 Kepada
gifat ¢ degera / penting YtheGdreKepala Desa se Wilaysh
Lampiran ¢ 1 ( smatu ) lembar Kecamatan Mantup

Perihal ¢ Tangh Negara yang sudah
dilkussal olsh Pemerintah

......

yb W Bersang ind kami kirimkan Xepada Saundars fote copy surat Bupati
kepala Dasrah Tingkst II Lsmongan tanggal 11 Oktober 1991 Nemor s 143/3111/

410,012/1991 perihal seperti termebut pada pokok surat, sebagaimana teor-

lampir.
v f J Selanjutnya bersams ini pula diberikan petunjulk sebagai hewikut 3
1. Agar sgera melaksanakan pendatoan terhedap Vansh~tensh Negara yang g
dan di kuasal. dan di kelola oleh Pemerinta Desa dalam waltbu yaung euvkuap
lamg ( sebagai referensinys aszaw melihat peta dan kretek Desa )

2, Mengadakan musyawarai LI dengen membahas rentans mengajukan pormolione
nan kepada Badan Peptenshan Nasional Kabupaten Dasrah Tingkat II Lamong
an uatuk menjadikan tanan Hegara tersebut manjadi tanal: Kas Desa atas
nang Pemerinteh Desa

3o Hasil pendataan tersebut dilaporkan kepada Camat dalam kesempaban perta
mae

Demikian untuk mendapat perhatian dan pelaksanaannyae

TEMBUSAN »
Y¢he Sdre 1. Bupabi Kepala Daerah Tingkat
II Lamongan §
72. Kepala Itwilkab Daerah Tingkab
II Lemongan }
3+ Pembantu Bupati di Ngimbange

NO: 194 GQHTD\ L.amk)fﬁ'_m>




PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
LAMONGAN

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari ¢ Suuwn Aa [%m[mﬂ Yem ‘pﬁj.‘,) Diterima tanggal : /[ _/p - 9/

Tanggal surat : & oWlicha 1001 Nomor Agcnda

0yl
Nomor surat : 143 /20G4 [410.012 [> Diteruskan kepada :
o 1y et ALy
2.

Perihal : 'P:,nlj ?'.,-yn]ah,‘»]c."t-n_ Iﬂ%qm,{_h_g‘_a
Rwpuin K™ T I Yoavwonpan

Nomier 1| Tahuwn 199 3

il ISI DISPOSISI

vZ)/ /éw,{, i /21 x

/p-;;:f 027\/ U Z/L’L/M:L/h\ [/M’LLQ
bete n A e aza
AL cﬂ"*‘b? % Ml’k,/.

A(r @L.;,{_,L#M vy / /71 f ;
| et /34’—1 ﬁ%
s f //g //SL w2 ;‘t/{{ Ve ctetn
@cﬂ L/ ( 77 / : / %'\ .
Wit



Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

TEMBUSAN :

et Al oledse il

B2 sdns

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SEKRETARIAT WILAYAH /| DAERAH

Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor 2 Telepon 12
LAMONGAN

Lamongan, 3 Oktober 1891

143/ 3064/410.012/1991 Kepada
Segera Yth. ‘'Sdr. Camat se Kabupaten
1 (satu) bendel pati II Lamongan.

Penyampaian Instruksi
Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor 11 Tahun 19S1.

Bersama ini dikirimkan Salinan Instruksi Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 11 Tahun 1991
tentang Pelaksanaan fungsi Tanah Bengkok/Tanah yang
dikuasai Pemerintah Desa, agar segera diteruskan Kkepada
Desa-Desa di Wilayah Saudara.

" Ssehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta
kepada Saudara untuk memberikan bimbingan dan petunjuk
dalam rangka pelaksanaan fungsi Tanah Bengkok/Tanah yang
dikuasai Pemerintah Desa menjadi Tanah Kas Desa sebagaimana
contoh dalam Lampiran.Instruksi dimaksud, dan melaporkan
pelaksanaannnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan.

Demikian untuk menjaci imakluin dar perhatian dalam
pelaksanaannnya.

An. BUPAT1 KEPALA DAERAH TINGKAT II
L LAMONGAN
_ﬁ?}ywuggﬁw I SEKWILDA
- .*

o

Pembantu Bupati so
Kab. Dati II e~
mongan ;

Kepala ITWILKAB Da
ti II Lamongan.



MENIMBANG

MENGINGAT

BUPATI KEPATA DAERAT TINGKAT IT
LAMONGATN

SALINAN - INSTRUKSI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L AMONGAN
NOMOR : 17  TAHUN 1993
TENTANG
PELAKSANAAN FUNGSI TANAH BENGKOK/TANAH YANG
DIKUASAI PEMERINTAH DESA SERAGAT TANAH KAS DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

a. Bahwa dalam rangka peninglatan tertib aditinistrasi
Pemerintahan Desa dan upaya untuk mendukung
Pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa/K'elurahan

periu ditunjang langkah-1angkah peningkatan

Yendapatan dan Kekayaan Deza berikut penguru san dan
PJéngawasannya, sehingga dapat dimanfaar:kannya
sebagai sarana penyelenggaraan Pemerintah Des:a

b. Bahwa ‘pengurusan Sumber ’endapatan dan Kek:iyaan
Desa merupakan langkah Rengaturan dan Perenca,naan

Penggunaan hasil dari Sumber pendapatan
Kekayaan Desa yang dilak.i<an oleh Pemerintah
harus dapat dimanfaatkar Sebesar—besarnya

Penyelenggaraan Pemerintahan,pe?aksanaan Pembanguy n-
an, dan pembinaan Kema: varakatan serta tertuan'g
dalam Anggaran Penearimaan dan Pengeluaran Keuangs! n

Desa (APPKD)

C. Bahwa Tanah Kas Desa 3Han Tanah sebutan lainnya

yang dikuasai oleh Pemerintah Desa merupakan

yaan Desa yang RPéngurusannya harus dapat dijlakukan

secara tertib melaiui \nggaran Penerimaan

Kekayaan Desa (APPKD), svhingga dapat meningkatkan

Sumber Pendapatan Des- fiacara keseluruhan i

C. Bahwa untuk kKeperluan t.:rsebut pada huruf 2,5 b adan

C konsideran menimbary ini dipandang periu
Tangkathangkah penertiban sumber pendapatan

kekayaan Desa serta penhgurusannya dengan menuangkan
dalam suatuy Instruksi Eupati Kepala Daerah Tingkat

IT Lamongan 3

o sk

Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1974
2 Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1979 :

4 Peraturan Menteri Da®am Megeri Nomor 1 Tahun 1382
4 . Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1989;



6.

ic

8.
. 10.

111

MEMPERHATIKAN : 1.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 21 Tahun 1981 ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 22 Tahun 1881 ;

Peraturan Daeran Propinsi Dasrah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 18 Tahun 1987 ; !

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 20 Tahun 1987 ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur 21 Tahun 1987 ;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat .I Jawa
Timur tanggal 10 Mei 1988, Nomor 174 Tahun 18988 ;
Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 24 Agustus 1990, NOmor 30 Tahun 1990,

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 11 Mei 1988. Nemor : 045.2/10629/013/1988,
perihal penyampaian salinan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1€ Tahun
1987 dan Petunjuk Pelaksanaannya.

2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
tanggal 29 “Januari 1890, Nomor 3
141/350/416.012/1980, perihal penyampaian salinan
Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18
Tahuh 1987 dan petunjuk pelaksanaannya.
MENGINSTRUKSTIKAN
KEPADA 1. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
2. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan. :
UNT UK : Pejabat Angka 1.

. a. Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka
proses pelaksanaan fungsi Tanah Bengkok/Tanah
sebutan lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Desa
menjadi Tanah Kas Desa.

b. Memerintahkan kepada Kepala Desa di Wilayah Kerja
masing-masing untuk melaksanakan fungsi Tanah Kas
Desa yang dikelola melalui cara
1) Perjanjian sewa - menyewa dengan pihak lain
2) Bagi Hasil dengan pihak lain
Untuk pelaksanaan kedua cara diatas harus
dituangkan dalam bentuk : Keputusan Desa dan
dilampiri perjanjian sewa/bagi hasil sebagaimana
contoh dalam lampiran Instruksi ini serta mendapat
persetujuan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan.

c. Memberikan pengarahan terhadap pemasukan

hasil/pendapatan dari Tanah Kas Desa kedalam
Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa
(APPKD) .



d. Berkewajiban m:ngadakan pengawaisan dan pembinaan
terhadap pelaksanaan Instruksi ini dan melaporkan
hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan.

Pejabat Angka 2

Melaksanakan fungsi Tanah Bengkok/Tanah yang dikuasai
Pemerintah Desa sebagai Tanah Kas Desa, sesuai dengan
bimbingan serta pengarahan Pejabat Angka 1 dimaksud
serta sesuail dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. .

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Lamongan
Tanggal * 14 September 18°

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd
SALINAN Instruksi 1ini disampaikan R. MOHAMAD FARIED, S.H.
——————— kepada : MIP, 510 026 681
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kaspala Dae- 3
rah Tingkat T Jawa- Salinan sesuai dengan aslinya
Timur di Surabaya; An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
2. 8dr. Pembantu Gubernur di TINGKAT II LAMONGAN
Bojonegoro: : ASISTEN I
3. Sdr. Ketua DPRL Kabupaten 4. “'Ub.Kepala Bagian Hukum
Dati II Lamongan; i Neodr " A2
4. Sdr. Ketua BAPPZDA Kabu = §&/ . e :?{if:f*m' %
paten Dati II Lamong- ! %|eau7is 54551 e =g
an; . ’éjk R O K, SH

5. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati A
II Lamongan;

6. Sdr. Pembantu Bupati dan
Camat 83 Kabupaten
Dati II Lamongan.

7. 8dr. Kepala De:a se Kabupa
ten Dati II Lamongan.

i
por
R i T
-y =

CONTOH



II.

Lampiran : Instruksi Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Tanggal : 14 Sentenber 1901
Nomor s I Tahun 1991.

——— ————————— T — o —— — — — —— T T — — . . o e,

Tanah Kas Desa yang dikelola dengan cara ‘disewakan kepada
pihak 1lain harus memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai
berikut

1. Mengadakan leliang terbuka atau tertutup kepada masyarakat yang
menginginkan untuk menyewa Tanah KXas Desa dengan nilai harga
tawaran terrendan sampai tertinggi, dan dihadiri oleh Kepala
Desa beserta Perangkatnya serta LMD Desa bersangkutan.

2. Membuat perjanjian sewa-menyewa terhadap Tanah Kas Desa Yyang
akan disewa pihak lain daiam hal ini pemenang lelang dengan
mencantumkan
- Lamanya penyewaan selama 1 (satu) Tahun dan dapat

diperpaniang menurut ketentuan yang berlaku, dan dicantumkan
tanggal mulai dan berakhirnya masa penyewaan

~ Dicantumkan besarnya uang sewa selama 1 (satu) tahun.

- Dicantumkan Jletak Tanah Kas Desa, persil Nomor, Kelas Tanah
dan Luas Tanah sesuai dengan Buku C, Buku B1 yang dimiliki
olekh Pemerintah Desa masing-masing. :

3. Perjanjian sewa-menyewa pada lembar pertama harus bermeterai
Rp. 1.000,- yarg ditanda tangani oleh penyewa dan Kepala Desa
dengan menggunakan stempel dinas.

4. Hasil perjanjian sewa-menyewa harus dituangkan dalam APPKD
dari besarnya uang sewa dimaksud.

Tanah Kas Desa yang dikelola dengan cara bagi hasil dengan pihak
lain harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut
1. Untuk pengerjaan Tanah ¥as Desa hendaknya diutamakan bagi
penduduk Desa setempat, dan apabila penduduk Desa setempat
tidak ada vyana berminat, maka untuk pengerjaannva dapat
ditawarkan kepada penduduk Dessa sekitarnva
2. Dibuat perjanjian bagi hasil antara Pemerintah Desa dengan
pihak lain, yang didalamnya menjelaskan se2cara jelas mengenat
waktu pengerjaan, pembagian hasii serta pembiayaan, eehingga
tidak menimbulkan kesalah pahaman. Adapun yang dimaksud dengan
secara jelas yaitu
a. Mencantumkan waktu pengerjaan seiama satu tahun dan dapat
diperpanjang sesuai ketentuan yaimc berlaku, dan ditegaskan
pula mengenai tanggal mulai dan berakhirnya pengerjaan Tanah
- Kas Desa.



CONTOH

Pembiayaan penggarapan Tznah Kas Desa z~tara Pemerintah Desa

dengan pihak lain sebagaimana contoh dibawah ini :

1) Dengan perbandingan 20 % : 80 % ( dalam arti 20%
pembiayaannya dibantu Pemerintah Desa dan 80% ditanggung
oleh pihak Tlain yang mengerjakan).

Adapun pembagian hasilnya harus berbentuk nilai uang
dengan perbandingan 50% : 50% dari hasil bersih peng-
garapan Tanah Kas Desa. _ k

2) Dengan perbandingan 0% : 100%¥ ( dalam arti bahwa
Pemerintah Desa tidak mengeluarkan biaya apapun, dan
keseluruhan biaya pengerjaan ditanggung oleh pihak lain
yang mengerjaan ).

Adapun pembagian hasilnya harus berbentuk nilai uang
dengan perbandingan 50% : 50% dari hasil bersih peng-
garapan Tanah Kas Desa.

3) Dengan cara lain sebagaimana ketentuan yang berlaku di
Desa masing-masing diluar contoh diatas, namun dengan
pertimbangan ditekankan lebih menguntungkan_ Pemerintah
Des=za.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
ttd

R. MOHAi.AD FARIED, S.H.
NIP. 510 026 681

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
,TINGKAI II LAMONGAN

‘ ~ASISTEN I

B A REGISICS
-NIP 510091493

SH




CONTOH

KECAMATAN

KEPUTUSAN DESA ..........
e KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : ... TAHUN 19...
TENTANG

PENETAPAN SEWA TANAH KAS DESA TAHUN 19../19..

MENIMBANG

MENGINGAT

MENETAPKAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepald Desa s .o i

Bahwa duna lebih memantapkan dan meningkatkan arah
penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan
dan Pembinaan Kemasyarakatan, serta menertibkan
penghasilan Perangkat Desa, maka dipandang periu

menetaphkan sewa Tanah Kas Desa di Desa
B AN e Fa = (N e ) et 3 e
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahunh 1974;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahuh 1979;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981;
4., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Timur NMomor 22 Tahun 1981;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 18 Tahun 1987; :
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan Nomor 13 Tahun 1981; '

9. KepUutusamn ‘DesSa s s s slevlis Ke G amabar B anate e cfeesia g
NOME RIS Tahun 19.. tentang Perubahan Status
Tanah Bengkok/Tanah sebutan lainnya menjadi Tanah
Kas Desa.

Setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan
Lembaga Musyawarah Desa .......... Kecamatan
.......... LY Ve F= GO O R

MEMUTUSKAN

Keputusa: Desa ....... S K e CHMA LN s et e e Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan tentang Penetapan Sewa Tanah
Kas Desa Tahun 19../19..

Pasal 1

Luas Tanah Kas Desa ..: 5. Keoamatban « Ahin v ats

terdiri dari
1. Tanz.an Kas Desa berupa ( sawah/tegal ) seluas ..,... Ha.
2. Tanah Kas Desa berupa ( waduk/GG ) ~seluas ..... Ha.



Pasal 2_

Tanah Kas Desa sebagaimana tersebut pasal 1 ayat (1)
agan ayat (2) cara pengelolaannya disewakan, dengan
ketetapan sewa sebagai berikut
1. Besarnya harga sewa Tanah Kas Desa (sawah/tegal) per

Hal/ T anUm: /B pr i aas stz o &

2. Besarnya harga sewa Tanan Kas Desa {waduk/GG) per

Heihaatm e RPE S e s iete =eie) ot o
Untuk pslaksanaan penyewaan Tanah Kas Desa dimaksud
dituangkan dalam perjanjian sewa sebagaimana daiam
lampiran Keputusan ini.

Fasal 3

Pembayaran uang sewa sebagaimana tersebut pasal 1 dan
2 dibayar dimuka.

Pasal 4

Keputusan Desa ini mulai berlaku setelah mendapat
pengesahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapan 1ini, akan diadakan perubahan’ dan
pembetulan sebagamana mestinya.

DA Ea AL K e s oeiihe A=t s 74 s 8
Tangaal e e S Ralteavyetis

Kepala Deas assesE it it sy

Lembaga Musyawarah Desa

(Ketua)

(Sexrztaris) MENGETAHUI




CONTOH

Pada hari
Seribu Sembilan

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KECAMATAN S REBE R o v vt spaliaie
DESA, ¢ N S e e VT

SURAT PERJANJIAN SEWA — MENYEWA TANAH KAS DESA

NOMOR : 143/ /- 780
1 R e D 7 pandagal . cincani S (Al 5 e Tahun
Ratus: Sembitan PUluh .. ol e e , telah diadakan

ikatan perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Dasa; tidit fDesa L a at

Kecamatan....

..... Kabupaten Daerah Tingkat II Lamonganh.

Yang bertanda tangan dibawah ini

2. Nama

Dengah

............... ; Jabatan - Kepala rDaga . L atees s iy
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
....... Kecamatan ............... Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

.............. UM G Vs s pekerjaantt i iide s o el pen
duduk Desa ..... T e , adalah penyewa Tanah Kas'
D) O A s La ke md oo e I KB G 2L T A AL 1 I ST G st .., selanjutnya

PIHAK KEDUA

penuh kesadaran dan tanggung-jawab., kedua belah pihak

telah bersepakat mengikatkan di dalam suatu perjanjian sewa - menyewa

Tanah Kas Desa.

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan pengelolaan/menyewakan Tanah Kas Desa

vyang terletak di

klas

dengan Buku

(satu) Tahun, terhitung mulai 1F= 10 Ko e b el P e S i s s e e e s
e S St IR e e .., di atas persil Nomor ....... ;
...... «+ov0y luas s&luruhnya cressnaesss s M2/Ha,s885UA"
C atau Buku B.I. Pemerintah DeSa . ... ..ve..w.. Kecamatan
Pasal 2.

PIHAK KEDUA menyerahkan uang sewa Tanah Kas Desa dimaksud pasail

1 kepada

KESATU sebesar Rp. ........ ..... Selamhat-lambatnya

1 (satu) bulan setelah perjanjian ini dibuat.

PIHAK
selama masa
berkeinginan

pertanian

Pasal 3

KEDUA tidak diperkenankan untuk merubah fungsi tanah

penyewaan berlangsung, dan apapila PIHAK KEDUA
untuk merubah fungsi tanah (misalnya dari bidang
bidang lainnya), maka harus seijin PIHAK KESATU guna

dipertimbangkan dalam rangka peningkatan hasilnya.



_.2_
Pasal 4

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan merubah batas ‘tanah atau
pematang/galengan Tanah Kas Desa. karena merupakan batas tanah alami
yang selama ini dianut masyarakat dan harus di peiihara dengan baik.

Pasai 5

; PIHAK KEDUA apabila berakhir masa sewanya harus segera
menyerahkan Tanah Kas Desa kepada PIHAK KESATU, atau memperbarui
perjanjian sewa menyewa apabila masih ingin memperpanjang sewa Tanah
Kas Desa.

\

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan paham yang tidak bisa diselesaikan
secara musyawarah terhadap sewa menyewa Tanah Kas Desa ini,
selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan.

S

Pasal 7

surat Perjanjian ini untuk lembar pertama bermeterai Rp 1.000,-
dan biaya dimaksud dibebankan pada PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian ini disuat dengan sebenarnya, dan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA : PIHAK KESATU
PENYEWA KA LA EEA o o e e v

1. Ketua Bid.I LMD 2. Ketua Bid.II LMD 3. Ketua Bid.III LMD
Pemerintahan Pempangunan Kemasyarakatan




CONTOH

KECAMATAN

MENIMBANG

— MENGINGAT

MENETAPKAN

KEPUTUSAN DESA ...... L e TR e
........... KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR &, olvieishe s TAHUN 19..,
TEMNTANG

PEN=TAPAN BAGI HASIL PENGGARAPAN TANAH KAS DESA

' Dengan Rahmat Tuhan Y&ng Maha Esa
Kepala DSSa ...veinvens

Bahwa guna lebih memantapkan dan meningkatkan arah
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pembinaan kemasyarakatan sarta menertibkan
penghasilan Perangkat Desa, maka dipancang periu
menetapkan bagi hasil penggarapan Tanah Kas UDesa di

e R s dv s s Kecamatan secessosans

1. Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tanun 1979;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 19813
4. Peraturan Mentsri Dlam Negeri Nomor 2 Tahun 1981;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 ;
6. Peraturan Daerah Propinsi -Dasrah Tingkat I Jawa

Timur Nomor 22 Tahun 1881;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 18 Tahun 18&7;

8. Peraturan Daczrah Kabupaten Daeranh Tingkat I

—

Lamongan Nomor 3 Tahun 1981

9. Keputusan Desa ... ‘v .. Kecamatan R O )
Nomor ‘veosass Tahun 12.. tentang Perupahan Status
Tenzh bengkaok/Tanan sebutan lainnya menjadi Tanah
Kas Desa. f

setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga
Musyawarah DesSa ...ceeevars , Kecamatan ....secvvvus
T e A Y e SPas ol adeys Tahun 19..

MEMUTUS KAN

Keputusan Dasa ......... s s cReacamatan s st sy
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tentang Penetapan
Bagi Hasil Penggarapan Tanan Kas Desa Tahun 19../19..

Luas Tanah Kas Desa ... Kacamatan .......¢
terdiri dari :
1. Tanar Kas Desa berupa (sawah/tegal) seluas ...... Ha
o Tanah Kas Desa berupa (waduk/GG) seluas S ol e siasla )



na tersebut pasail 1 ayat(1)
5 nnva dilersanakan dengan cara

Fasil Tanah Kas Desa, yang dituangkan
dalam perianjian bagi hasil Tanah Kas Desa sebagaimana
lampiran Kepuhusan Desa ini.

Tanah Kas Dasa
dan ayat.(2) pen.
penggarapan basi |

=

Penarimaan osenghasilan dari penggarapan Tanah Kag
Dega dimaksug nasal 2, dangan perbandingan 50% : 5O¥
dari hasil pznggzrapan ’

Keputusan Desa ini muiai berlaku setelah mendapat
pengesahan Bubat a Daeran Tingkat II Lamongan
dan anabila diksmudian - hari ternyata terdanat
kekeliruan daiam penetapan ini akan diadakan perubahan
dan pembetulan sebagaimana mestinya.

4 -
J\
o
o

Ditetapkan di A e L R
= - 1 .
Tangaal R s L e T T AT

KEPALA 'DESA s ova s vsinnt

Lembaga Musyawarah Desa :

(Ketua)

(Sekretaris)

Daftar Hadir LMD terlampir.

M ENSQEE T ARHEE ST
CAMAT asisin o s misienn

. NIP.



S

CONTOH

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
KECAMATAN ... .. s Ghoyin: s
DESA o L e o

SURAT PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN TANAH KAS DESA

NOMOR : 143/ / L1955
Padasharri aliii e i e A T Y A | e el A LA T G e 5T
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ......... telah diadaka
ikatan perjanjian bagi hasil penggarapan Tanah Kas Desa di Desa ......
Kecamatan ............. Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
Yang bertanda tangan dibawah 1ini
1. Nama e il s e U A aGan, ckapaiia Bz Yoo s R o O o) S,
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
S S o e S T ARl (S S S e . Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU
oy e e s e e s e AU L0 W o R e pekarnaan o i e ateren.. e
penduduRk S Dasal & visls s o s e ama b an e e e e 8 544
adalah penggarap Tanah Kas Desa .......... Kecamatan
............ selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dengan penuh kesadaran dan tanggung-jawab, keduz belah pihak

bersepakat mengikatkan didalam suatu perjanjian bagi hasil penggarapan

Tanah

Kas Desa.

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan penggarapan Tanah Kas Desa

PIHAK KEDUA dengan cara bagi hasil, yang terletak ¢i Dusun ....

diatas
M2/Ha.

pasal
(satu)

KESATU

persil Nomor ...... S S S aeas . luas selurunnya ....

Pasal 2

kepada

PIHAK KEDUA mengerjakan penggarapan Tanah Kas Desa dimaksud

1, terhitung mulai tanggal ...... s SfdEc iR tse | ama
Tahun.

Pasal 3

Pembagian hasil dari penggarapan Tanah Kas Desa antara

dan PIHAK KEDUA dengan perbandingan 50% : 50% dari hasil

penggarapan.

masa |

PIHAK
bersih



Pasal 4

PIHAK 1.1"DUA dalam menhgerjakan penggarapan ~anah Kas Desa tidak
diperkenankan merubah fungsi tanah dijuar bidang pertanian, dan
apabila PIHAK KEDUA berkeinginan merubah fungsi tanah tersebut dalam
rangka meningkatkan hasilnya, harus seijin Kepala Desa.

Pasal 5

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan berubah batas tanah atau
pematang/galengan Tanah Kas Desa, karena merupakan batas alani yang
selama ini dianut masyarakat dan harus dipeiihara dengan baik.

Pasal 6

Apabila selama penggarapan Tanah Kas Desa secara bagi hasil ini
terjadi Force Majeur ( Puso, Hama, Banjir dsb ) vyang diperkirakan
- tidak memberikan penghasilan, dengan dilampiri Berita Acara di
lapangan, maka kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya
tentang perjanjian bagi hasil.

Pasal 7

Apabila terjadsi perselisihan paham yang tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah terhadap bagi hasil penggarapan Tanah
. Kas Desa, maka akan diproses sesu#i hukum yang berlaku di Wilayah
Kabupaten Daerzh Tingkat II Lamongan. :

Pasal 8

Surat Perjanjian ini untuk lembar pertama bermeterai Rp 1.000,-
dan biaya dimaksud dicebankan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA : PIHAK KESATU
PENYEWA KEPALA DESA s e, s

S VARIEES ST SEAT KIS T

'lT Ketua Bid., I LMD 2. Ketua Bid. II LMD 3. Ketua Bid III LKD
Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan
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BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT n

. Nomor :

gifat
Lampiran
Perihal

LAMONGAN

Lamongan, 12 Oktober 1991

143/3122 /410.012/1991 Kepada

Segera Yth. Sdr. Kepala Dinas P.U.
- Pengairan Daerah

Persetujuan pemakaian TK I Jawa Timur,

Tanah eks Bengkok Ke- c¢qg. Pemimpin Proyek =

lurahan Sukoreio Ke- Pengaturan dan Pe-

camatan Lamongan. ngembangan sungai/

2 e e e e v e e e rawa Jawa Timur,

Di

SURABAYA

-

. Menunjuk Surat Saudara tanggal 24 September 1991
Nomor : 591/11940/103/1991 perihal permohonan pemakaian

" Tanah Bengkok Desa Sukorejo Kecamatan Lamongan, bersama-ini

diberitahukan bahwa daiam rangka Normalisasi/Pslabaran
Kali Mengkuli yang pelaksanaannya menggunakan sebagian
Tanah eoks ' Bengkok Desa Sukorejo (yang sekarang telah
berubah statusnya menjiadi Kelurahan 3Sukorejo) Kecamatan
Lamongan seluas 4.916 M2, rencananya akan diganti dengan
tanah milik Pengairan yang lokasinya terletak di Dusun Joto
Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung, yang pada prinsipnya

"kami dapat menyetujui.

TEMBUSAN :
Yth.t. Sdr.

/‘ 2. Sdr.

Adapun besarnya luas tanah pengganti diharapkan
seluas 15.400 M2, dimaksudkan untuk menunjang kegiatan
Pemer intah Daerah. '

: Guna kelancaran proses adminiatraainya diatur
sebagaimana prosedur terlampir, selanjutnya mohon kabar
ketetapannya. ' : '

Demikian untuk menjadi maklum dan perhatiannya.

BU?kTI“KEPALA DAERAH TINGKAT 11

Kepaia Cabang Dinas PU
Pengairan Daorah Lamong
an di Lamongan ;
Kepala Inspektorat Wila
yah Kabupaten Dati IT -
Lamongan.
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DAFTAR KELENGKAPAN PERMOHONAN IJIN PERSETUJUAN PENGGUNAAN/
TUKAR MEMUKAR/GAMTI RUGI TANAH XAS DESA EKS BENGKOK
KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAM TK I JAWA TIMUR.

—— o~ ——— S S S S S T S T ———— ——

s e b S Ade - —

Surat permohonan PIMPRO kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk menggu-

‘nakan Tanah Kas Desa/eks Bengkok.

Surat permohonan Kepala Desa/Kelurahan kepada Bupati Kepala Daarah
lewat Camat, untuk minta ijin menggunakan Tanah Kas Desa/eks
Benghkok.

Surat Bupati Kepala Daerah kepada Kepala Desa/Kelurahan lewat Ca-
mat tentang persetujuan menggunakan Tanah Kas Desa/eks Bengkok.
Surat Bupati Kepala Daerah kepada Ketua DPRD, tentang mohon perse-
tujuan menggunakan tanah eks Bengkok Kelurahan.

Surat Kepala Desa/Kelurahan kepada PIMPRO, tentang pemberitahuan

_persetujuan menggunakan Tanah Kas Desa/eks Benygkok,

Surat rekomendasi Bupati Kepala Daerah tentang penggunaan Tanah
Kas Desa/eks Bengkok.

surat perjanjian Pemerintah Desa/Kelurahan atas nama Pemerintah
Desa/Kelurahan dengan pemcohon (PIMPRO) bermeterai Rp 1.000,-.
Surat pernyataan dari pemilik tanah pengganti, bermeterai Rp
1.000,~-.

Surat pernyataan dari Kantor Peirtanahan Tingkat II, tentang 1luas,
kelas, produktifitas, kesuburan, harga. Tletak strategis (nilai
ekonomis) .

Surat pernyataan dari Kanior Cabang Dinas Tanaman Pangan Daerah
Tingkat II tentang produktifitas tanah pengganti.

Peta letak tempat dari kedua tanah (Tanah Kas Desa yang akan
dilepas, maupun caion tanah pengganti).

Fote copy letter C/petok D/Sertipikat dari kedua tanah dimaksud.
Surat permohonan Bupati Kepala Daerah Tingkat I1 kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I, tentang permochonan persetujuan penggunaan
Tanah Kas Desa/Bengkok.

Khusus untuk pengesahan Keputusan Desa/Kepala Kelurahan oleh

Bupati Kepala Daerah, menunggu sampai turunnya 1ijin persetujuan
dari Gubsrnur,

== 0000000 ~= =
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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGEAT II LAMONGAN
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

J1.Jenderal Basuki Rachmad Nomor 2 Telepon 12
LAMONGAN

Lamongan, 11 Oktober 1991.

Nomor : 143/3111/410.012/1991 Kepada
Sifat : Segera Yth. Sdr. Camat se Kabupaten
Lampiran : - Dati II Lamongan.
Perpahalme-STanaheNegara: yang s sudahi v o 0 me e o nss s s s
dikuasai oleh Pemerintah
Desa/Kelurahan.

Menunjuk surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal Hig Agustus 1991 Nomor
- 143/18951/013/1991 perihal tersebut diatas, berdasarkan
' hasil penelitian dan laporan inventarisasi tanah-tanah
Desa/Kelurahan ditemukan adanya tanah Negara yang sudah
dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan
dalam waktu yang cukup lama, namun demikian tanah
dimaksud sampai saat ini masih belum dimohonkan oleh
Pemerintah Desa/Kelurahan yang bersangkutan kepada Badan
Pertanahan Nasional untuk menjadi tanah Kas Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta perhatian
Saudara untuk memerintahkan Kepala Desa dalam Wilayah

Sau.'ara, apabila terdapat tanah-tanali dimaksud, maka
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa guna
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
Pembangunan Desa, agar Pemerintah Desa/Kelurahan

mengajukan permohonan Kepada Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk menjadi Tanah
Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.

Demikian untuk menjadikan . ‘maklum dan
perhatiannya.

An.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
'L_';-A:;_!f‘d‘ ONGAN
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